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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  

NOMOR    16  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  

NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  PEMAKAIAN 

 KEKAYAAN DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa rangka optimalisasi pelayanan dan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif 

retribusi dan pengaturan mengenai peninjauan 

kembali tarif retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita 

Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang  Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  

tentang  Hukum  Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara  Yang   Bersih   dan   

Bebas   dari   Korupsi,   Kolusi   dan Nepotisme

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1   Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang  Nomor  15    Tahun  2004  

tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4966); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009   

Nomor   130,   Tambahan   Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Ats Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3679); 

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   

1983   tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 90,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 5145); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005   Nomor   140,   Tambahan   Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang  Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

 Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah   

Kabupaten   Blora   (Lembaran   Daerah   

Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 

Nomor 5 Seri D Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN     DAERAH     TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha   maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan  

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,   firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  

yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial politik,  

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan   lainnya  yang  dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atan badan. 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya 

disebut Retribusi adalah retribusi daerah sebagai 

pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian 

kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan/atau 

bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian 

kendaraan/alat-alat berat/alat-alat milik daerah/pemakaian 

laboratorium lingkungan. 

9. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  

menurut  peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi 

tertentu. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data obyek  dan  subyek  retribusi,  

penentuan  besarnya  retribusi  yang  terutang sampai 

kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah bukti pembayaran atau   penyetoran   

retribusi   yang   telah   dilakukan   dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
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15. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu. 

16. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Blora. 

17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan. 

18. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 

adalah penjabat Pegawai Negeri   Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 

suatu    standar    pemeriksaan    untuk    menguji    

kepatuhan pemenuhan kewajiban   retribusi   dan/atau   

tujuan   lain   dalam   rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi   adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam 

Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau 

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  

pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora. 

 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 28 Agustus 2017 

BUPATI BLORA, 

              Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 28 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

BONDAN SUKARNO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 16 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA 

TENGAH : (   16/2017 ) 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 
NIP. 19610103 198608 1 001 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  

NOMOR    16    TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

 

I.       UMUM 

 

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dan pendapatan asli daerah Daerah dari sektor 

retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilaksanakan 

beberapa penyesuaian tarif yang sebelumnya telah dicantumkan 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Salah satu bentuk 

upaya optimalisasi tersebut dilakukan dengan menambahkan 

ketentuan mengenai peninjauan kembali atas tarif Retribusi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Dengan 

pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah. 

 

II.      PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas.  

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 16 
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LAMPIRAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR  16  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 

DAERAH 

 

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 

DAERAH  

A.  PEMAKAIAN TANAH 

NO JENIS PENGGUNAAN TARIF RETRIBUSI KET. 

1. Tempat tinggal 

a. Kelas I: 

- Tembok/permanen 

- Kayu 

b. Kelas II: 

- Tembok/permanen 

- Kayu 

 

 

1% x NJOP/m² 

0,75% x NJOP/m² 

 

0,75% x NJOP/m² 

0,5% x NJOP/m² 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

KRITERIA: 

a. Kelas I : lokasi 

pinggir jalan raya, 

jarak lokasi nol 

sampai dengan 250 

meter dari jalan 

raya, dekat dengan 

fasilitas umum 

dan/atau atau 

pusat keramaian, 

akses jalan mudah. 

b. Kelas II : lokasi 

masuk lorong, jarak 

lokasi dari jalan 

raya di atas 250 

meter, akses jalan 

terbatas.  
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NO JENIS PENGGUNAAN TARIF RETRIBUSI KET. 

 

2. Usaha: 

a. Kecil 

    - Menetap: 

       - Kota/Kabupaten 

       - Kecamatan 

       - Desa/Kelurahan 

    - Tidak menetap/non 

permanen dengan 

menggunakan 

sarana berdagang 

yang mudah 

dipindahkan dan 

dibongkar pasang. 

b. Menengah: 

    - Kota/Kabupaten 

    - Kecamatan  

c. Besar: 

    - Kota/Kabupaten 

    - Kecamatan 

 

 

 

1% x NJOP/ m² 

0,75% x NJOP/m² 

0, 5% x NJOP/m² 

Rp. 1.000,- /m² 

 

 

 

 

 

 

 

1% x NJOP/ m² 

0,75% x NJOP/m² 

 

2% x NJOP/ m² 

1% x NJOP/ m² 

 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

Per bulan 

Per hari 

 

 

 

 

 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

Per bulan 

Per bulan 

2. Fasilitas Sosial/Umum: 

a. Kota/Kabupaten 

b. Kecamatan 

 

2% x NJOP/ m² 

1,5% x NJOP/ m² 

 

Per bulan 

Per bulan 

3. Mendirikan bangunan 

sementara untuk: 

a. Kegiatan sosial 

b. Kegiatan komersial 

 

 

Rp. 2.000,- 

Rp. 10.000,- 

 

 

Per hari 

Per hari 

4. Mendirikan menara 

telekomunikasi, gardu, 

konstruksi reklame, 

atau sejenisnya 

 

Sesuai dengan nilai pasar 

setempat dengan tarif 

serendah-rendahnya 

berdasarkan formula: 

- Kota/Kabupaten: 

15% x nilai pasar/m² 

- Kecamatan: 

10% x nilai pasar / m² 

 

 

 

 

 

Per tahun 

 

Per tahun 

5. Perikanan Rp. 10.000,- / m² Per tahun 
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B. PEMAKAIAN BANGUNAN 
 
 

NO JENIS BANGUNAN TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kios (selain kios yang 

berlokasi di lingkungan 

pasar) : 

a. Kota/Kabupaten 

b. Kecamatan 

Los (yang berlokasi di 

luar lingkungan pasar) 

Gedung : 

a. Perkantoran yang 

disewa untuk BUMD : 

    - Kota/Kabupaten 

    - Kecamatan 

b. Perkantoran yang 

disewa untuk Umum : 

      -  Kota/Kabupaten 

      -  Kecamatan 

c. Khusus Gedung 

bertingkat : 

-  Lantai 1 

- Lantai 2 dan 

seterusnya 

d. Perhelatan : 

       - Siang 

       - Malam  

e. Kegiatan sosial, 

keagamaan, 

pendidikan dan yang 

tidak bersifat mencari 

keuntungan/non 

komersial 

f. Kegiatan komersial 

 

 

Rp.15.000/m² 

Rp.10.000/m² 

 

Rp.5.000/m² 

 

 

 

 

1,5% x NJOP/m² 

1% x NJOP/m² 

 

 

5% x NJOP/m² 

2,5% x NJOP/m² 

 

 

1% x NJOP/m² 

75% x tarif lantai 1 

 

 

Rp. 1.500.000,- 

Rp. 3.000.000,- 

Rp.    500.000,- 

 

 

 

 

 

Rp. 1.000.000,- 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

Per bulan 

 

 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

 

Sekali pakai 

Sekali pakai 

Sekali pakai 

 

 

 

 

 

Sekali pakai 

 

C. PEMAKAIAN RUMAH DINAS 

 

NO LETAK 
TARIF 

RETRIBUSI 
KETERANGAN 

1. 

 

 

Di Kabupaten 

a. Luas  sampai dengan 100 m² 

b. Luas lebih dari 100 m² 

 

Rp. 2.000,- / m² 

Rp. 3.000,- / m² 

 

Per bulan 

Per bulan 
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NO LETAK 
TARIF 

RETRIBUSI 
KETERANGAN 

2. 

 

 

3. 

Di Kecamatan 

a. Luas  sampai dengan 100 m² 

b. Luas lebih dari 100 m² 

Di Desa 

a. Luas  sampai dengan 100 m² 

b. Luas lebih dari 100 m² 

 

Rp. 1.500,- / m² 

Rp. 2.000,- / m² 

 

Rp. 1.000,- / m² 

Rp. 1.500,- / m² 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

Per bulan 

Per bulan 

 

D. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT 
 

NO JENIS KENDARAAN BERAT KAPASITAS 

TARIF 

RETRIBUSI 
(7 Jam) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Aspalt Sprayer  

Tree Whell Roller  

Tree Whell Roller  

Tandem Roller 

Vib. Roller Smooth Drum 

Air Compressor  

Tire Roller  

Water Pump  

Generator set 

Vib. Roller Pedestrian 

Dump Truck  

Lubrick Truck  

Flat Truck 

Water Tank Truck 

Concrate Vib  

Baby Roller  

Excavator 200-7 

Buldozer D31E 

Tandem Vibro Roller 

100 Lt. 

8-10 Ton 

6-8 Ton 

2,5 Ton 

6 Ton 

- 

- 

4 Inc 

3 KVA 

0,6 Ton 

3,5 Ton 

6 Ton 

- 

6.000 Lt. 

- 

1 Ton 

- 

- 

3 Ton 

Rp. 100.000,-  

Rp. 175.000,-  

Rp. 175.000,-  

Rp. 125.000,-  

Rp. 250.000,-  

Rp. 150.000,-  

Rp. 300.000,-  

Rp.   75.000,-  

Rp.   75.000,-  

Rp. 100.000,-  

Rp. 250.000,-  

Rp. 250.000,-  

Rp. 250.000,-  

Rp. 250.000,-  

Rp.   50.000,-  

Rp.    100.000,-  

Rp. 1.120.000,-  

Rp.    805.000,- 

Rp.    200.000,- 

 
 

KETERANGAN : 

Besarnya  tarif  Retribusi  untuk  pemakaian  kendaraan/alat-

alat  berat  tidak termasuk upah operator dan bahan bakar. 
 
 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 
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